
 

 
 

   
   

BUPATI TANGERANG 
PROVINSI BANTEN 

 
PERATURAN BUPATI TANGERANG 

NOMOR 4 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH DESA                                                    

DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANGERANG, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 
menindaklanjuti Surat dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa 

Seluruh Indonesia Kabupaten Tangerang Nomor 
033/APDESI.Kab/XII/2017 tanggal 02 Desember 2017 Perihal 

Permohonan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya 
Kegiatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 

Biaya Kegiatan Pemerintah Desa Di Kabupaten Tangerang 
Tahun Anggaran 2018; 
 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950  tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851) ; 

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

 
5.Peraturan... 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tangerang Nomor 0108); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 
Nomor 02); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tangerang Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 
Nomor 1116); 

13. Peraturan Bupati Tangerang   Nomor 105 Tahun 2016 
tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi,  Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat  Dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 

2016 Nomor 105); 
 

MEMUTUSKAN:... 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN 
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 
ANGGARAN 2018. 

 
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tangerang. 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 

daerah Kabupaten Tangerang. 

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan 
tugas umum pemerintahan. 

6. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.   

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis.    

10. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa yang 
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  

 

11.Perangkat... 
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11. Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari 
penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh Kepala 

Desa yang bertugas sebagai unsur pembantu Kepala Desa. 

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  

13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa  adalah 
Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai 

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan desa. 

15. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang 
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa 

yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan desa. 

16. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator 

pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. 

17. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan 

dengan bidangnya. 

18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang 

membidangi urusan administrasi keuangan untuk 
menatausahakan keuangan desa. 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 

selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen 
perencanaan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut 
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun. 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan 
peraturan desa. 

22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 
dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus. 

 

24.Kelompok... 
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24. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah.  

25. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk 

oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai 

mitra Pemerintah Desa. 

26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan 

uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 

27. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh 
pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui 

Rekening Kas desa. 

28. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB 

Desa melalui Rekening Kas Desa. 

29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara 
pendapatan desa dengan belanja desa. 

30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara 
pedapatan desa dengan belanja desa. 

31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

32. Bantuan Keuangan bersifat umum adalah dikelola dalam 
APB Desa diterapkan ketentuan penggunaan 70% (tujuh 

puluh perseratus) dan 30% (tiga puluh perseratus). 

33. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB 

Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan 
paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling 

banyak 30% (tiga puluh perseratus). 

34. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 
Pemerintah desa yang selanjutnya disingkat BPMPPD 

adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 
Pemerintah Desa Kabupaten Tangerang. 

35. Standar Biaya Kegiatan yang selanjutnya disingkat SKB 
adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks 

sebagai acuan untuk menghasilkan komponen biaya 
dalam penyusunan RAB APB Desa. 

 

Pasal 2 
 

(1) SBK dimaksudkan untuk memberikan kesamaan 
pemahaman dalam rangka pencapaian indikator target 

keluaran (output) atau kinerja kegiatan. 
 

(2) SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
batas tertinggi dan estimasi pengeluaran dalam suatu 
kegiatan. 

 
(3)batasan tertinggi... 
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(3) batasan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah merupakan besaran biaya yang tidak dapat 

dilampaui.  
 
(4) estimasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada                  

ayat (2) adalah merupakan besaran biaya yang dapat 
dilampaui dalam pelaksanaan anggaran disesuaikan 

dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran 
dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, 

efektifitas, serta mengacu pada ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

 

BAB II 
STANDAR BIAYA KEGIATAN  

 
Pasal 3 

 
Standar Biaya Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 4 
 

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri 
atas standar: 
a. honorarium; 

b. insentif; 
c. tunjangan; 

d. jasa keahlian/keterampilan/kemampuan teknis/daya;  
e. Penyertaan ModalBUMDesa;dan 

f. belanja barang/jasa lainnya; 
 

Pasal 5 

 
Formulasi atau penentuan standar biaya yang tidak atau  

belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan 
dengan: 

a. menggunakan satuan biaya yang berlaku umum atau yang 
diterbitkan oleh penyedia barang/jasa; atau  

b. penyetaraan terhadap standar yang tercantum dalam SBK 

dengan mempertimbangkan kesamaan klasifikasi atau 
kriteria atau kedudukan; atau berpedoman pada ketentuan 

pemerintah (undang-undang/peraturan pemerintah/ 
peraturan presiden/peraturan menteri /peraturan lembaga 

non kementerian).  
 
 

 
BAB III... 
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 BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. 
 
 

 
 

 
   

                                                             
 Ditetapkan di   Tigaraksa  

pada tanggal 3 Januari 2018       

 
BUPATI TANGERANG, 

 
 

t
Ttd 

 

 
A. ZAKI ISKANDAR 

   
Diundangkan di Tigaraksa 

pada tanggal 
       
    SEKRETARIS DAERAH 

  KABUPATEN TANGERANG, 
 

 
                    Ttd 

 
                  
  MOCH. MAESYAL RASYID 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR  4 


